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BAB II
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NARKOTIKA
A. Hukum Islam
Secara terminologi hukum Islam sebenarnya tidak ditemukan rujukan teksnya dalam al Quran maupun literatur hukum dalam Islam. Akan tetapi kata hukum Islam merupakan terjemahan dari kata “Islamic law” dalam literatur barat. Hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.
 Jika kata hukum dirangkai dengan kata Islam, maka hukum Islam pada dasarnya adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
 Menurut Zarkowi mengemukakan konsep hukum, yaitu hukum buatan manusia adalah prinsip yang umumnya menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan modern dewasa ini. Sedangkan hukum ilahi adalah hukum yang menurut keyakinan umat beragama merupakan petunjuk dan bimbingan Tuhan yang termuat dalam kitab suci agama yang bersangkutan.
 Hasbie Ash Shidieqy mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fuquha dalam menerapkan syar’iat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 

Adapun ciri-ciri hukum Islam adalah hukum Islam merupakan aturan-aturan yang ditarik atau yang merupakan hasil pemahaman dan deduksi dari ketentuan-ketentuan  yang diwahyukan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw. Kedua, hukum Islam bersifat keagamaan, berlandaskan kepada keimanan dan ahlak mulia. Ketiga, hukum Islam tidak selamanya bersifat memaksa. Keempat, ruang lingkup hukum Islam meliputi seluruh jenis perbuatan, baik perbuatan yang berhubungan dengan Allah Swt, dengan diri sendiri maupun dengan sesama manusia (ibadah dan mu’amalah).
 Adapun menurut Hasbi Ash Shidieqy ciri-ciri khas hukum Islam adalah hukum Islam bersifat universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja, menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan, pelaksanannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak umat Islam.

Adapun tujuan hukum Islam tersebut diantaranya adalah memelihara agama (hifzh al-din), memelihara jiwa (hifzh al-nafs), memelihara akal (hifzh al-aql), memelihara keturunan (hifzh al-nasl), memelihara harta (hifzh al mal).

Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.
 Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 definisi Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
 Penggolongan Narkotika sebagai berikut: pertama, Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kedua, Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ketiga, Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
 Istilah Narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah narcotics pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan drug yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai antara lain :

1. Mempengaruhi kesadaran.

2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.

3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :

a. Penenang.

b. Perangsang (bukan rangsangan sex).

c. Menimbulkan halunisasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pengaruhnya dapat mengubah pandangan akal terhadap sesuatu dan peristiwa, sehingga yang jauh terlihat dekat dan yang dekat terlihat jauh, menjauhkannya dari kenyataan, mengkhayalkan dan membayangkan apa yang tidak terjadi dan berenang dalam lautan mimpi dan khayalan. Sehingga mereka lupa akan dirinya sendiri, agamanya dan urusan yang lain.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum Narkotika sama dengan khamar, karena kedua-duanya merupakan bahan yang dapat menyebabkan dan menggangu akal dan mengeluarkan akal dari tabiat yang sebenarnya, sehingga yang jauh menjadi dekat dan dekat menjadi jauh, dapat melupakan suatu kenyataan, dapat mengkhayal yang tidak-tidak akan terjadi dan orang bisa tenggelam dalam mimpi dan lamunan yang bukan-bukan. Orang yang minum bahan ini dapat melupakan dirinya, agamanya dan dunianya serta tenggelam dalam lembah khayal.

Larangan penggunaan narkotika didasarkan pada ayat Al Quran Surat Al Maidah ayat 90 yang berbunyi :

((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((   

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”


Pada dasarnya ayat di atas menerangkan bahwasannya khamar ataupun Narkotika itu memabukkan dan hukumnya haram akan tetapi Narkotika sendiri lebih berbahaya dari pada khamar, bukan saja membuat orang mabuk akan tetapi penggunaan secara berlebihan biasanya mengakibatkan kematian.

Di dalam Surat Al Maidah ayat 91 berbunyi :
((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ((((   

Artinya :
“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Narkotika sendiri tidak hanya membuat mabuk bagi para pengguna, akan tetapi dapat membuat syaraf pemakai menjadi rusak bagi yang menggunakan atau menyalahgunakannya, oleh karena itu harus dijauhi sebisa mungkin. Melihat dampak Narkotika sangat besar maka Allah SWT memerintahkan agar sesuatu yang membahayakan seperti minuman keras ataupun narkotika supaya dijauhi ataupun berhenti memakainya.
 
Dan di dalam Surat Al Baqarah ayat 219 juga dijelaskan bahwa :

( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((  

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

Pemakai Narkotika lebih bahaya daripada pemakai khamar karena tidak hanya menyebabkan mabuk bisa juga menyebabkan kematian. 
 Pemakai Narkotika banyak mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa memikirkan dampak selanjutnya, selain dosa yang besar ada beberapa dampak bagi pengguna barang tersebut. Antara lain Narkotika dapat melumpuhkan badan, melemahkan syaraf dan menurunkan kesehatan. Lebih dari itu, Narkotika dapat mengganggu kejernihan jiwa, menghancurkan akhlak, meruntuhkan kesadaran dan melemahkan perasaan untuk melaksanakan kewajiban yang menjadikan para konsumen dan pecandunya sebagai alat untuk meracuni masyarakat. Selain itu, Narkotika dapat menghabiskan harta dan merusak rumah tangga seseorang. Bagaimana tidak, untuk memperoleh Narkotika harus mengambil atau merogoh jatah uang yang banyak terkadang harus mengurangi jatah atau mengabaikan kebutuhan anak maupun istri tersebut.

Di Surat An Nisaa’ ayat 43 berisi tentang larangan penggunaan Narkotika maupun khamar yang berbunyi :

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (((( 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.”

Pemakai atau pengguna Narkotika disini dipandang sebagai perbuatan najis. Najis adalah sesuatu yang dapat mengotorkan benda, jasmani dan rohani. Karena itu orang yang mabuk karena menggunakan Narkotika maupun khamar adalah orang yang bernajis, dan tidak boleh mengerjakan sembahyang. Perbuatan mabuk itu disengaja oleh seseorang sehingga ia tidak boleh mengerjakan sembahyang. Hal itu berarti orang yang mabuk itu sengaja meninggalkan sembahyang  dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang adalah orang yang kafir.

Rasulullah Saw pernah menyatakan bahwa:

مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُ هُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ  (رواه الترمذى وأ بوداود والنسائ عن جابربن عبدالله)

Artinya : “Minuman yang banyak memabukkan, maka (sekalipun) sedikit juga diharamkan”
Syara’ mengharamkan khamar atau minuman keras tidak dilihat dari kadar sudah dapat memabukkan atau belum memabukkan. Sekalipun hanya meminum sedikit saja dari minuman keras tersebut tetap haram hukumannya.


Dan Rasulullah Saw juga berkata :
لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِى الْخَمْرِعَشَرَةً : عَاصِرَهَاوَمُعْتَصِرَهَاوَشَارِبَهَاوَخَامِلَهَاوَالْحَمُُوْلَةَاِلَيْهِ وَسَاقِيَهَاوَبَائِعَهَاوَاكِلَ ثَمَنِهَاوَالْمُشْتَرِيَ لَهَاوَالْمُشْتَرَاةَ لَهَا. (رواه الترمذي وابن ماجه)

Artinya : “Rasululloh Saw, melaknat tentang arak sepuluh golongan diantaranya : orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskannya, orang yang meminumnya, orang yang membawakannya (menghidangkan), orang yang dibawakannya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang memakan harganya (uang hasil penjualannya), orang yang membelinya, dan orang yang minta dibelikannya.”
Rasulullah Saw tidak hanya mengharamkan minum khamar, sedikit atau banyak, tetapi beliau juga mengharamkan memperjualbelikan khamar, meskipun terhadap orang non muslim. Maka seorang muslim tidak halal bekerja sebagai importir dan eksportir atau produsen khamar, tidak boleh membuat kedai untuk khamar, dan tidak boleh bekerja di tempat ini.

C. Pandangan Ulama
Di dalam Al Quran tidak menegaskan apa dan bagaimana hukumannya bagi para pelaku pengguna narkotika dan khamar. Hal ini diletakkan oleh Nabi melalui sunnah fi’liyahnya diketahui bahwa hukuman dari jarimah ini adalah 40 kali dera.
Abu Bakar mengikuti jejak Nabi akan tetapi Umar bin Khattab menjatuhkan 80 kali dera.
Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bagi para pengguna ataupun meminum khamar hukumannya adalah 40 kali dera, akan tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambahkan menjadi 80 kali, Alasannya adalah dianalogikan dengan delik tuduhan zina dengan asumsi bahwa yang 40 kali adalah hukuman had sedangkan sisanya adalah hukuman ta’zir.
 Jika peminum khamar ataupun narkotika itu berkali-kali mabuk, maka dikenakan hukuman sekali saja. Jika pelaku berkali-kali minum dan hanya sekali mabuk, maka kepadanya juga dikenakan hukuman sekali saja. Jika seseorang mabuk dan sewaktu sadar dia telah melakukan pembunuhan sedangkan dirinya tidak mendapat ampunan dari pihak korban ataupun keluarga korban maka hukumannya satu yaitu hukuman mati.
 Hukuman had bagi peminum khamar dapat dihapus, jika para saksi menarik persaksiannya serta tidak ditemukan bukti-bukti lainnya. Demikian pula, jika pelaku menarik pengakuannya, karena tidak ada bukti yang menguatkan.

Dasar yang digunakan para ulama adalah hadits
العقوبة في الدنيا بقدر ما يحصل به الانزجار، وقد شرع في شرب الخمر الجلد أربعين جلدة، ولما لم يردعوا زادها عمر بن الخطاب إلى الثمانين

Artinya : “Hukuman yang tepat bagi mereka di dunia adalah hukuman yang bisa membuat mereka jera. Untuk peminum khamr syariat Islam menetapkan hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Tatkala banyak orang tidak lagi merasa kapok jika hanya dicambuk sebanyak itu, Umar bin al Khatab memberikan tambahan hukuman sehingga genap menjadi 80 kali cambukan”
إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه؟، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه وهو صحيح، مروي من عدة طرق

Artinya : “Jika ada orang yang minum khamr maka cambuklah. Jika dia tertangkap untuk kedua kalinya maka cambuklah. Jika tertangkap untuk ketiga kalinya maka cambuklah. Jika dia tertangkap untuk keempat kalinya dalam kasus minum khamar maka silahkan dihukum mati”

وقد أفتى علماء السنة بأن المروج يستحق القتل، لأنه من المفسدين في الأرض، فضرره على الأديان أعظم من ضرر السم على الأبدان

Artinya : “Para ulama ahli sunah telah membawakan bahwa pengedar Narkoba itu berhak mendapatkan hukuman mati. Dengan pertimbangan bahwa orang tersebut termasuk orang yang merusak di muka bumi. Sehingga bahaya yang mengancam agama dari orang tersebut lebih gawat dibandingkan bahaya racun bagi badan”
Menurut Ibnu Taimiyah dalam tinjauannya, mengatakan bahwa ganja atau narkotika sejenisnya adalah bahan haram, baik orang yang merasakan itu mabuk atau tidak. Ganja dan sejenisnya dipakai oleh orang-orang yang tidak baik. Biasanya dihirup oleh para pecandu untuk mabuk-mabukan dan dikonsumsi yang bertujuan mencapai kesenangan semata. Dan terkadang dibarengi dengan meminum minuman keras. Bedanya dengan khamar adalah dapat menimbulkan suatu reaksi pertentangan dan permusuhan. Kalau ganja sejenis menimbulkan suatu krisis dan kelemahan. Karena dapat merusak pikiran dan membuka pintu syahwat serta hilangnya semangat. Oleh karena itu ganja sejenisnya sangat berbahaya daripada minuman keras atau khamar. Ini sudah terjadi dikalangan umat Tartar bagi orang yang mengkonsumsinya baik sedikit ataupun banyak dikenakan hukuman seperti minuman keras yakni didera 80 kali atau 40 kali.

Hukuman had bagi orang yang meminum minuman keras adalah dicambuk (dijilid) sebanyak 40 kali dengan tangan  dan ujung-ujung baju yang dipilin  dan dicela dengan ucapan yang menyakitkan serta dihardik dengan kasar. Jika tidak jera hukuman bisa ditambah sampai 80 kali. Umar pernah menghukum peminum khamar dan orang yang menghadiri di tempat minuman tersebut.
 Dengan 40 kali akan tetapi tetap banyak umat yang masih meminum khamar karena hukuman tersebut dianggap ringan. Kemudian para sahabat melakukan musyawarah dan Ali mempunyai pendapat peminum khamar dijatuhi hukuman had sebanyak 80 kali dengan alasan jika seseorang meminum khamar, ia akan mabuk. Jika mabuk, ia akan melantur. Dan jika ia melantur akan membuat dusta. Maka dimasa pemerintahan Umar peminum khamar diberi 80 kali cambukan dengan alasan kedustaan orang yang mabuk karena minuman keras. Hal ini dilaksanakan sampai akhir masa pemerintahannya.
 Pada masa Sayyidina Ali ada 4 orang selesai minum anggur terlibat pertengkaran dan 2 diantaranya tewas dan 2 luka berat. Beliau menghukum mereka yang terluka dengan 80 kali cambukan ditambah kewajiban membayar denda kepada ahli waris si mati setelah dikurangi hukuman karena luka yang mereka derita. Beliau menambahkan, sekiranya salah satu atau kedua orang yang terluka itu mati, maka ahli waris si mati tidak harus membayar apa pun kepada ahli waris yang lain.
 

Jika orang dipaksa minum khamar atau meminumnya dengan alasan tidak tahu kalau minuman itu haram maka ia tidak dijatuhkan hukuman had tersebut. Akan tetapi jika ia meminumnya karena alasan menghilangkan haus maka ia dijatuhi hukuman had karena tidak menghilangkan hausnya. 

Batasan kondisi mabuk menurut pendapat para fuquha berbeda-beda. Misalnya Abu Hanifah berpendapat bahwa batasannya adalah jika seseorang hilang akal, sehingga ia tidak lagi dapat membedakan antara langit dan bumi dan tidak dapat membedakan antara ibu dan istrinya.
 Menurut mazhab Syafi’i batasan mabuk ialah jika seseorang yang meminum minuman keras itu sudah berbicara terputus-putus, makna perkataan sudah tidak teratur, tindakannya tidak karuan dan berjalan sempoyongan. Maka jika seseorang yang mabuk sudah tidak dapat berbicara dengan bermakna dan tidak dapat menangkap makna pembicaraan orang, serta cara berjalan dan geraknya sudah tidak teratur berarti ia telah masuk kategori mabuk jika lebih dari itu berarti mabuknya sudah berlebihan.

Adapun produsenBottom of  Form dan penjual Narkotika, Indonesia dinilai bukan lagi sebagai konsumen, tapi juga produsen yang mengekspor Narkoba. Angka Narkoba yang masuk ke Indonesia dalam jumlah besar menjadi salah satu indikasinya. Awal Mei lalu Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita hampir 1,5 juta butir ineks yang nilainya tidak kurang dari Rp400 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
 Polda Metro Jaya tidak lama kemudian mengamankan barang bukti 351 Kg sabu senilai tidak kurang dari Rp700 miliar. Baru-baru ini, Direktorat Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri, mengungkap gudang ratusan kilogram sabu siap edar beserta 350 karung lebih prekursor berupa soda api. Anggota Komisi Hukum DPR, Achmad Basarah, menyatakan keprihatinannya akan reputasi Indonesia di mata internasional semakin hancur seiring makin meningkatnya kualitas kejahatan Narkoba. Indonesia mengalami peningkatan peran dalam kejahatan ini, baik sebagai produsen, distributor, maupun konsumen. Indonesia diposisikan sejajar dengan negara-negara produsen Narkoba lainnya. Mereka adalah negara-negara yang menjadi sarang kejahatan Narkoba, yang bukan sekedar mengedarkan, tapi juga mempengaruhi kebijakan politik negara tersebut.
Di berbagai negara berbeda dalam menentukan hukuman bagi para pengedar seperti halnya di Pengadilan Malaysia menghukum tiga warga Meksiko dan dua orang lainnya atas dakwaan penyelundupan Narkoba. Malaysia juga menolak argumen dari tim pengacara terdakwa atas kasus tersebut.Para warga Meksiko itu berasal dari Negara Bagian Sinaloa, Meksiko. Meski demikian, warga Meksiko tersebut tidak memiliki catatan kriminal di negaranya. Mereka ditangkap pada 2008 lalu di sebuah pabrik Narkoba, namun mereka mengklaim tidak pernah meracik obat-obatan terlarang itu.Hakim mendakwa lima orang tersanga itu dan menghadapkannya kepada hukuman mati. Menurut hukum Malaysia, hukuman bagi seorang pengedar Narkoba adalah hukuman mati. "Pengadilan menemukan bukti, lima orang tersangka terlibat dalam proses pembuatan obat-obatan terlarang," Di dalam pabrik obat-obatan terlarang itu, ditemukan 29 kilogram zat methaphetamine yang apabila dijual, dapat menghasilkan Rp138 miliar. Cairan dari bahan kimia itu juga menodai pakaian para tersangka, oleh karena itulah hakim yakin, tersangka benar-benar terlibat dalam insiden pengedaran Narkoba.

Berbeda dengan Pemerintah Singapura berencana mengubah peraturan yang mewajibkan hukuman mati bagi pengedar Narkoba. Keputusan mengejutkan ini adalah perubahan signifikan dalam hukum Singapura yang terbilang ketat untuk soal kejahatan Narkoba. Rancangan undang-undang baru akan memberikan kebebasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman cambuk plus penjara seumur hidup, sebagai alternatif dari hukuman mati. Syaratnya adalah terhukum bekerja sama dengan pihak berwenang “secara substantif” atau terbukti memiliki keterbelakangan mental. Menyatakan perubahan itu hanya berlaku untuk kurir Narkoba, bukan mereka yang terlibat dalam pemasokan atau distribusi Narkoba di level atas. Pengadilan tetap wajib menjatuhkan hukuman gantung bagi distributor dan pemimpin sindikat Narkoba yang terbukti bersalah. “Tujuan pemerintah tetap sama yaitu kejahatan harus diberantas akan tetapi keadilan bisa dibarengi dengan pengampunan. Jika dirasa tepat, pelanggar hukum harus mendapat kesempatan kedua.”

Penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri tidak terkecuali di Indonesia, karena dirasa melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia, mengakui bahwa hukuman mati layak diterapkan dalam sistem hukum nasional untuk sejumlah kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas negara. Umat Islam memandang perlu menerapkan hukuman mati dikarenakan Islam juga mengenal adanya hukuman mati, seperti qisas dan rajam.

Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan yang mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat. Maraknya aksi kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) saat ini telah menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Dua juta dari pecandu Narkoba dan obat-obat berbahaya 90 persen adalah generasi muda, termasuk di dalamnya remaja yang baru menginjak dewasa (seperti SMP/SMU) dan mahasiswa. Untuk menghentikan kejahatan ini (Narkoba) maka diperlukan suatu hukum yang benar-benar dapat membuat jera para pelakunya.

Suatu hal yang sangat pantas dan memerlukan dukungan dari seluruh pihak dan tidak perlu diperdebatkan lagi tentang penerapan hukuman mati, jika hukuman ini diberlakukan kepada para pengedar gelap Narkoba, sebab para pengedar tersebut secara tidak langsung telah membunuh masyarakat akibat kejahatannya. Narkoba dijadikan sebagai alat penghancur yang dapat merusak moral dan masa depan bangsa terutama bagi generasi muda. Penerapan adanya pidana mati masih tercatat dalam Pasal 10 KUHP, tetapi kejahatan Narkoba diatur tersendiri dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yakni Pasal 80-82 dan UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yakni Pasal 59 ayat (2). Seseorang yang memproduksi, mengolah, merakit dan menyediakan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya dikenakan pidana mati. Kejahatan Narkoba telah sangat meresahkan masyarakat, sebab dengan adanya pengedaran gelap Narkoba akan berlanjut kepada tindakan-tindakan buruk lainnya. Narkoba tidak dapat membawa manfaat bagi manusia, yang ditimbulkan darinya hanyalah mafsadat (kerusakan), sebagaimana yang telah Allah Swt berfirman 

يسئلونك عن الخمروالميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما
Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya.”

Aktor utama kejahatan Narkoba adalah para pengedarnya, mereka meracuni bangsa dengan barang haram tersebut. Narkoba dijadikan alat penghancur bangsa diberikan kepada generasi muda yang menjadi penerus bangsa, karena negara ini berada di tangan generasi muda. Jika generasinya rusak maka rusaklah seluruh bangsa. Para pengedar tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok yang membuat kerusakan di muka bumi, maka hukuman mati merupakan hukuman yang pantas bagi mereka (para pengedar Narkoba), berdasarkan firman Allah Swt:


انما جزاء الدين يحربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد أن يقتلوا
Artinya: “Sesungguhnnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh”

Beberapa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan hukuman mati bagi para pengedar Narkoba. Namun dalam kenyataannya, meskipun hukuman mati telah dijatuhkan kepada sejumlah terpidana kasus Narkoba, akan tetapi eksekusinya tidak kunjung dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Negeri. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Presiden Megawati telah menolak permohonan grasi 6 terpidana mati, 5 orang di antaranya adalah terpidana yang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Terpidana mati tersebut adalah Namona Denis (Keppres No.10/G Tahun 2004), Indra Bahadur Tamang (Keppres No.11/G Tahun 2004), Hansen Anthony Nwaolisa (Keppres No.13/G Tahun 2004), Muhammad Abdul Hafeez (Keppres No.15/G Tahun 2004) dan Samuel Iwuchukwu Okoye (Keppres No.15/G Tahun 2004).

Bisa disamakan dengan pembunuhan karena sama-sama menghilangkan nyawa seseorang walaupun secara berlahan-lahan. Definisi pembunuhan ialah kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an yang mengandung makna mematikan , menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Para ulama’ mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menerangkan: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana  karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.” Apabila rumusan pasal di atas diperinci, maka unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang hukum Pidana terdiri dari:

1. Unsur obyektif : menghilangkan nyawa orang lain.

2. Unsur subyektif : dengan sengaja.

Perlu dikemukakan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:
1. Adanya wujud perbuatan.

2. Adanya akibat berupa kematian (orang lain).

3. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dengan akibat berupa kematian.

Dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung perbuatan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan Positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan anggota tubuh dan tidak bersifat pasif atau diam. Wujud perbuatan tersebut di atas tidak menunjuk pada perbuatan tertentu, tetapi bersifat abstrak sehingga wujud perbuatan menghilangkan nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berupa bermacam-macam perbuatan, seperti membacok, memukul, membenturkan, menembak, termasuk perbuatan yang hanya sedikit saja menggerakkan anggota tubuh.
 Selain mensyaratkan adanya wujud perbuatan, Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mensyaratkan timbulnya akibat, yaitu berupa hilangnya nyawa orang lain, artinya tindak pidana pembunuhan itu baru terjadi setelah terjadinya hilangnya nyawa orang karena suatu perbuatan tertentu. Adanya persyaratan timbulnya akibat ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil. Artinya tindak pidana tersebut baru dapat dikatakan selesai setelah terjadinya akibat, tidak hanya dilakukan suatu perbuatan.

Patut juga dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan istilah nyawa orang dalam Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah nyawa orang lain. Tanpa melihat pembunuhan itu dilakukan terhadap siapa. Artinya terhadap siapapun pembunuhan dilakukan Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetap dapat diterapkan. Dalam Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga ditentukan adanya unsur kesengajaan. Kesengajaan di sini haruslah ditafsirkan secara luas, yakni harus mencakup 3 unsur kesengajaan, yakni:

1. Sengaja sebagai niat.

2. Sengaja insyaf akan kepastian dan keharusan.

3. Sengaja insyaf akan kemungkinan.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:
1. Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana pembunuhan ini meliputi beberapa tindak pidana pembunuhan, yaitu:

a. Tindak pidana pembunuhan biasa (doodslag), diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Tindak pidana pembunuhan berat/berkualifikasi, diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

c. Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

d. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak, diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

e. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban, diatur dalam Pasal 334 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

f. Tindak pidana pembunuhan terhadap diri sendiri (menghasut, member pertolongan,  dan upaya terhadap korban bunuh diri), diatur dalam Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

g. Tindak pidana pengguguran kandungan, diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan, diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
D. MAQASID SHARI’AH

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun di akhirat kelak, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan tersebut adalah kemaslahatan hidup manusia, baik berupa rohani maupun jasmani, individual dan sosial.
 Menurut Abu Ishaq merumuskan tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dan semua tujuan tersebut lebih dikenal dengan istilah Al Maqasid Al Shari’ah.
 Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu segi pembuatan hukum Islam dan pelaku hukum Islam. Dari segi pembuatan hukum Islam,tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier. Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Ketiga supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari usul al fiqh. Adapun pelaku hukum Islam yaitu manusia sendiri adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.

Pemeliharaan agama (hifzh al-din) merupakan tujuan pertama hukum Islam. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Kedua, pemeliharaan jiwa (hifzh al-nafs) merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Ketiga, pemeliharaan akal (hifzh al-aql) sangat penting karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Keempat, pemeliharaan keturunan (hifzh al-nasl) agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Kelima, pemeliharaan harta (hifzh al mal) karena harta adalah pemberian Allah Swt kepada manusia agar dapat mempertahankan hidup dan dapat melangsungkan kehidupannya.

Dikaitkan dengan unsur penggunaan narkotika maupun khamar, maka termasuk di dalam al maqasid al shari’ah yaitu memelihara akal atau disebut dengan hifzh al-aql. Dengan menggunakan narkotika terus menerus dapat mengganggu akal. Oleh karena itu disini peran serta al maqasid al shari’ah menjaga atau melindungi akal. Karena dengan menggunakan akal pikiran, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dan dengan menggunakan akalnya manusia juga dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam.

Di dalam Al Quran juga mengatur tentang pemeliharaan akal
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Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”
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Artinya : “Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (Nya)”

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara akal dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

1. Memelihara akal dalam peringkat primer, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
2. Memelihara akal dalam peringkat sekunder, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memelihara akal dalam peringkat tertier, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Lagipula dengan tegaknya Islam, manusia dapat memelihara dan mengembangkan akal pikirannya. Eksperimen apapun yang dilakukan pemerintah di dunia dari dahulu hingga sekarang pada dasarnya timbul dari pemikiran akal manusia. Diantara fenomena pengabaian akal dewasa ini menunjukkan, bahwa dunia sekarang ini dengan sistem pemerintahannya yang dinilai telah mencapai puncak kemanusiaan, sama sekali bukan untuk kebaikan akal manusia semata akan tetapi diantaranya :

1. Bahwa sistem pemerintahanyang disebut sebagai pemerintahan sekuler di dunia sekarang ini membuktikan bahwa ilmu berada di satu kutub dan kenyataan berada di kutub lain. Misalnya, ilmu mengatakan khamar adalah berbahaya, tetapi kenyataan menunjukkan seluruh dunia bahkan menggalakkannya. Ilmu membuktikan bahwa perzinaan dapat merusak seks manusia. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa di beberapa negara bahkan menghalalkan perzinaan ini. Tetapi kenyataan berbicara lain, bahkan menjadikannya sama dengan kaum lelaki.

2. Di zaman rasionalisme ini kebohongan tersebar tanpa batas di majalah, surat kabar dan siaran-siaran. Desas-desus dan gosip merajalela tanpa kontrol. Manipulasi bukti-bukti untuk membenarkan tindakan kriminal telah membudaya. Maka jadilah politik dan alat pirantinya sebagai kancah dusta dan penipuan. Untuk mendukung semua perusakan tersebut digunakanlah berbagai disiplin ilmu yang dimanipulir. Akal manusia sekarang di jejali berbagai kesalahan dan kesesatan.

3. Ada dua  keadaan yang memperburuk akal manusia yaitu pertama keadaan di mana akal dipaksa untuk menerima satu ide yang tidak boleh dikritik atau dibahas, didalami atatu didiskusikan. Kedua keadaan di mana lisan harus mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan semata-mata hawa nafsu, syahwat dan kedustaan. Kedua keadaan ini akan muncul kalau tidak ada Islam. Misalnya masyarakat komunis berpikir dianggap satu kejahatan. Sedangkan di masyarakat lain anda bebas berbicara, meski tidak masuk akal. Fenomena perusakan akal manusia ini banyak terlihat, dan beberapa statistik membuka hakikat kebobobrokan ini. Tingkat kecerdasan di dunia meningkat. Dale Carnegri mengatakan bahwa kenyataan-kenyataan objektif melukiskan separuh jumlah keluarga yang berada di rumah sakit kita, disibukkan oleh orang-orang yang berpenyakit saraf dan akal. Hanya dengan Islamlah manusia dapat memelihara akalnya.

Disamping itu menurut Hasbi Ash Shidieqy juga mengatakan peran akal di dunia sangat penting. Sebuah makalah beliau yang berjudul “Sikap Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan” berisi tentang pertama, Islam adalah satu-satunya agama yang harmonis dengan akal. Revolusi besar yang dilakukan Islam dalam bidang agama jelas mendorong manusia menggunakan nalar. Kedua, Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya Islam memberikan tempat kedudukan yang tinggi pula terhadap ulama. Ketiga, ilmu pengetahuan yang didorong oleh Islam untuk dikaji ialah semua cabang ilmu pengetahuan yang membebaskan manusia dari kebodohan, meningkatkan kecerdasan, merangsang daya kemampuan mental dan menemukan fakta-fakta alam. Karena itu, ilmu pengetahuan yang dimaksudkan oleh Islam ialah ilmu pengetahuan keseluruhannya yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social dan ilmu pengetahuan keIslaman. Keempat, al Qur’an mendorong manusia untuk berpikir dan meningkatkan pengetahuan sampai batas yang terbaik. Kesemuanya itu adalah dengan tujuan untuk memperoleh iman yang benar. Cuma perlu diingat, jangan diklaim bahwa semua ilmu pengetahuan modern ini bersumber dari al Qur’an.
  

Dampak nakotika sendiri lebih banyak mengarah ke arah kejahatan. Terlebih lagi ilmu pengetahuan yang berasal dari akal pikiran manusia membuktikan bahwa narkotika adalah perusak akal yang amat besar dan sangat berbahaya atas daya produktifitas, merusak kesehatan dan pikiran, melenyapkan harta dan melemahkan akal maupun keturunan maka muncul anjuran dan seruan untuk mengharamkannya.

Selain pemeliharaan akal, dampak narkotika juga mempengaruhi persaudaraan antar umat beragama maupun seagama. Terlebih agama Islam mengikat umatnya secara keseluruhan dengan ikatan persaudaraan agama/Islam atau biasa disebut ukhuwah Islamiyah yang meretas segala macam kendala perbedaan, baik keturunan, kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya yang banyak menjadi alasan timbulnya diskriminasi sosial. Siapapun orangnya, betapapun dia berketurunan darah biru, pemilik kekayaan atau pemegang kedudukan, pada pandangan Islam adalah saudara bagi orang lain sesama muslim, yang bukan darah biru, pemilik kekayaan maupun tidak mempunyai status apapun.
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